
c. 

bahwa Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi 
dan Belanja Rumah Tangga Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Pakpak Bharat yang telah diatur dalam 
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 201 7 ten tang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, perlu dilakukan 
penyesuaian besaran karena dipandang tidak sesuai lagi 
dengan kondisi dan situasi saat ini; 
bahwa berdasarkan Laporan Kajian/Survei Jasa 
Konsultasi/ Apraisal tunjangan perumahan dan tunjangan 
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 
Pakpak Bharat Nomor 001/FS/MBPRU 
MDN/SHW /1/2023 dan Nomor Proyek 001/MDN. 
SHW /1/23, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu diganti; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Nomor 48 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten 
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan 
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nornor 238, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Negara Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
605,) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 7); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6197); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan clan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2617 Nomor 1067); - ·· 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak 
Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124) sebagaimana telah 
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(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar 
harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan 
rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan 
standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah 
negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja 
Iistrik, air, gas, dan telepon. 

Pasal 20 

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (3), ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat 
yaitu ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 ten tang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak 
Bharat Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 48 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
(Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 31) diubah 
sebagai berikut: 

Pasal I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 
TAHlJN 2017 TENTANQ HAK KEUAN(}AN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT. 

MEMUTUSKAN: 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabuapen 
Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 7};. 

11. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 ten tang Petunjuk 
Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Tahun 2017 Nornor 48) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 
tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 31) .. r 
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(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 
huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, 
dan wewenang Pimpinan DPRD. 

(2} Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan -Sekretariat DPRD 
dan dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan. 

Pasal 23 

3-. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 23- berbunyi 
sebagai berikut: 

(1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud- dalam Pasal 18 
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar 
harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan 
standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar 
kendaraan dinasjabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan besaran sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu 

rupiah) setiap bulan; 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar RP.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus 

ribu rupiah) setiap bulan; 
c. Anggota DPRD sebesar RP.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu 

rupiah} setiap bulan. 
(4) Biaya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah 

termasuk pajak. 
(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD tidak memiliki kendaraan dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan 
transportasi. 

Pasal 21 r 

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat 
yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

(3) Tunjangan perumahan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diberikan 
sebesar: 
a. Ketua DPRD Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) 

setiap bulan; 
b. Wakil Ketua DPRD Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu 

rupiah); setiap bulan, dan 
c. Anggota DPRD Rp.6.100.000.,-(enam juta seratus ribu rupiah) setiap 

bulan. 
(4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD tidak memiliki rum.ah dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan 
perumahan dinas. 

(5) Dalarn hal rum.ah dinas pimpinan dan anggota DPRD sudah tersedia 
namun tidak digunakan, maka tunjangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak diberikan. 
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~'l c BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN NOMOR . 

JALAN BERUTU 

Salinan Sesuai Dengan AsHnya 
KEPAlA B.AGIAN HUKUM. 

SATRIL~l,SH,MAP 
NIP. 19730830 2005021 002 

• 

Diundangkan di Salak 
pada tanggal lo~\ 'doi-3- 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PAKPAK BHARAT, 

FRANC BERNHARD TUMANGGOR 

Ditetapkan di Salak 
pada tanggal lo ~I 6l<n-:J 
BUPATI PAKPAK BHARAT, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak 
Bharat. 

r 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2023. 

Pasal II 

(4) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi: 
a. Kebutuhan makan minum harian; 
b. Kebutuhan makan minum jamuan tamu; 
c. Kebutuhan makan minum rapat; 
d. Kebutuhan rumah tangga lainnya. 

(5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 
setiap bulan sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah); 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah). 

(6) Dalam hal Pimpinan DPRD belum disediakan fasilitas dan/ atau tidak 
menggunakan rumah negara serta perlengkapannya, tidak diberikan 
belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 
huruf c. 

5 

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Dell
Rectangle

Dell
Rectangle

Dell
Rectangle

Dell
Rectangle

Dell
Rectangle

Dell
Text Box
ttd

Dell
Text Box
ttd

Dell
Text Box
2023

Dell
Text Box
6




